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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa merek yang berkaitan dengan pewarisan, dengan studi 
kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan peralihan 
hak atas merek dikarenakan pewarisan, pelaksanaan peralihan hak atas merek obat gosok/minyak urut 
“Nurhayati”, dan analisis penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga terkait merek 
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-
analisis. Sumber data utama adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran 
Merek, serta putusan Pengadilan Niaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan 
deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan hak atas merek 
memberikan kepastian hukum dan pelindungan hukum yang memadai bagi ahli waris, asalkan prosedur 
administratif yang ditetapkan diikuti dengan benar. Studi kasus menunjukkan pentingnya pencatatan 
pengalihan hak untuk mendapatkan pelindungan hukum. 
Kata Kunci: Merek; Nurhayati; Pengalihan; Sengketa; Waris 
 

Abstract 
This research examines the resolution of trademark disputes related to inheritance, with a case study of the 
Commercial Court decision at the District Court of Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. 
The issues explored in this study include the regulation of trademark rights transfer due to inheritance, the 
execution of the transfer of rights for the "Nurhayati" liniment/oil trademark, and the analysis of dispute 
resolution based on the related Commercial Court decision. This study employs a normative legal research 
method with a descriptive-analytical approach. The primary sources of data are Law No. 20 of 2016 
concerning Trademarks and Geographical Indications, the Regulation of the Minister of Law and Human 
Rights of the Republic of Indonesia No. 67 of 2016 on Trademark Registration, and the related Commercial 
Court decisions. Data were analyzed qualitatively using deductive-inductive approaches. The research 
findings indicate that the regulations governing the transfer of trademark rights provide legal certainty and 
adequate legal protection for heirs, provided that the established administrative procedures are correctly 
followed. The case study highlights the importance of recording the transfer of rights to obtain legal 
protection. 
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PENDAHULUAN  
Pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual semakin meningkat setelah 

dicapainya kesepakatan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan pembentukan World 
Trade Organization (WTO) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 
1994. Melalui undang-undang tersebut, Indonesia terikat dengan ketentuan TRIPS yang mengatur 
pelindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk merek (Suseno, 2000). 

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (unfair competition). 
Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat 
meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu produk, memperlancar produksi, yang pada 
akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila 
persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk 
miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak 
mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya 
pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan 
hukum, norma sopan santun, norma sosial lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada 
persaingan curang (Sirait, N.N., 2000). 

Merek memiliki peran penting dalam dunia usaha, tidak hanya sebagai identitas produk 
tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan meningkatkan nilai ekonomi. Dalam 
industri obat-obatan dan produk kesehatan, pentingnya merek semakin signifikan. Salah satu 
contoh adalah merek “Sido Muncul” dengan produk “Tolak Angin” yang telah dikenal luas di 
Indonesia. Di tingkat lokal, terdapat merek obat gosok/minyak urut “Nurhayati” yang juga 
memiliki nilai ekonomi penting. 

Sengketa merek sering terjadi dan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga (Mantili, 
2022). Salah satu kasus yang menarik adalah sengketa merek antara “S.A. Nurhayati” dan 
“Nurhayati,” yang melibatkan peralihan hak atas merek karena pewarisan. Kasus ini menjadi 
kompleks karena melibatkan aspek hukum waris dan peralihan hak atas merek. Peralihan hak atas 
merek ini tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis dan kepemilikan komersial, tetapi juga 
menyentuh masalah hukum waris(Deyan et al., 2021). Proses peralihan hak atas merek dalam 
konteks pewarisan dapat menjadi rumit dan memerlukan penanganan yang cermat. 

Perselisihan ini melibatkan peralihan hak atas merek karena adanya pewarisan di dalam 
keluarga. Sengketa merek dagang ini telah diputus Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 
Medan melalui Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 24 Februari 2020 oleh dan antara S. Rahmat dan 
Juwairiah selaku Para Penggugat melawan Salahuddin M. Yusuf selaku Tergugat dan Badan 
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawas dan Makanan selaku 
Turut Tergugat. 

Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa 
berwenang mengadili perkara ini dan menolak eksepsi terkait kompetensi absolut. Namun, 
Pengadilan mengabulkan eksepsi terkait “legal standing” penggugat, dengan alasan bahwa 
pengalihan hak merek “Nurhayati” belum tercatat dan diumumkan secara resmi. Akibatnya, 
gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan penggugat dihukum membayar biaya 
perkara. Selain itu, tuntutan provisi penggugat juga ditolak. Kasus ini mencakup sengketa hak 
merek, kompetensi pengadilan, dan legal standing para pihak yang terlibat. 

Dengan memadukan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch 
(Andrianto, 2020), dan Teori Pelindungan Hukum yang dikemukakan Philippus M. Hadjon, 
(Mahardhita & Sukro, 2018) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 
pemahaman hukum peralihan hak merek akibat pewarisan, khususnya dalam konteks obat-
obatan dan produk kesehatan. Pemecahan sengketa ini juga memiliki dampak luas pada kejelasan 
norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kasus serupa di masa depan. 

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang memastikan bahwa aturan hukum harus 
jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup legalitas, 
kejelasan hukum, dan stabilitas hukum. Dalam konteks peralihan hak atas merek, kepastian 
hukum berarti aturan dan prosedur yang mengatur peralihan hak harus jelas dan pasti, 
memberikan jaminan bahwa hak atas merek dapat diteruskan kepada ahli waris secara sah dan 
diakui oleh negara (Andrianto, 2020; Fatimah, 2019; Hadisiswati, 2014; Julyano & Sulistyawan, 
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2019a, 2019b; Muslih, 2013; Rochayati, Sukma; Khisni et al., 2017; Siregar, 2010). Teori kepastian 
hukum ini untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan peraliihan hak atas merek 
dikarenakan pewarisan, apakah telah berkepastian hukum, atau belum. Tujuannya untuk 
memahami secara mendalam bagaimana peralihan hak atas merek diatur dalam konteks 
pewarisan, khususnya dalam industri obat-obatan dan produk kesehatan. 

Pelindungan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak 
individu dan kelompok dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Dalam konteks merek, 
pelindungan hukum memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan 
melindungi mereknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Pelindungan hukum juga 
mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien untuk memastikan hak-hak 
pemilik merek dihormati dan dilindungi (Agus, 2018; Aulia et al., n.d.; Bidang et al., n.d.; Fadlia & ., 
2015; Febriando, 2013; Hukum et al., 2013; Kurniawati & Arifardhani, 2023; Martana, 2014; 
Nugroho, 2017; Pasar et al., 2000; Pratiwi, 2019; Thalib, 2013; Wulandari et al., n.d.). Teori ini 
digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai analisis pelindungan hukum pelaksanaan 
peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan terhadap obat gosok/minyak urut dengan 
merek “Nurhayati”. Tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan peralihan 
hak atas merek "Nurhayati" terkait dengan produk obat gosok/minyak urut. 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, baik di repositori-repositori universitas-
universitas negeri, maupun swasta, maka jurnal ini belum pernah dikaji dan dianalisis lebih lanjut. 
Namun terdapat jurnal terdahulu yang membahas mengenai sengketa merek dikaitkan dengan 
pelindungan hukumnya, diantaranya: Pertama, Agung Firmansyah, “Perlindungan Hukum 
Pemegang Hak Merek Terkenal Terhadap Penjualan Barang Palsu Merek Soffell Lotion (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 503K/Pid.Sus/2016”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu 
Hukum, FH-USU, Medan, 2019 (Firmansyah, 2019). Kedua, Deynisa Bella Tumanggor, “Analisis 
Tentang Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal Dalam Sengketa Merek Antara Gudang 
Garam dengan Gudang Baru”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, FH-USU, Medan, 2022 
(Tumanggor, 2022). Ketiga, Mohammad Iqbal, “Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap merek 
dagang sebagai objek harta warisan: Studi analisis Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Smd.”, 
Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021 (Iqbal, 2021). 

Penelitian ini, memiliki fokus pada sengketa merek obat gosok antara “S.A. Nurhayati” dan 
“Nurhayati” dalam konteks keluarga, dan sejauh ini tidak memuat informasi tentang merek dagang 
terkenal atau substansial similarity , seperti pada penelitian tentang “Gudang Garam” dan “Gudang 
Baru” (Iqbal, 2021; Prasetyo et al., 2024; Tumanggor, 2022). Penelitian ini lebih menitikberatkan 
pada aspek sengketa merek obat gosok dalam konteks keluarga dan hubungannya dengan 
sengketa waris, khususnya terkait dengan peralihan hak atas merek akibat pewarisan. Sebaliknya, 
penelitian yang lain membahas tentang pelindungan merek terkenal, pemalsuan merek, dan 
persaingan dalam perdagangan. Masing-masing penelitian memiliki fokus dan tujuan yang 
berbeda tergantung pada konteks dan isu hukum yang diangkat. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka tujuan jurnal ini dibuat diharapkan memberikan 
kontribusi pada pengembangan pemahaman hukum mengenai peralihan hak atas merek akibat 
pewarisan, serta memberikan pandangan yang mendalam terhadpa penyelesaian merek di 
Indonesia. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analisis 
(Andriani, 2022; Hendrik Mezak, 2006; Ibrahim, 2006), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan 
menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait merek dan 
indikasi geografis. Fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 
tentang Pendaftaran Merek, termasuk perubahannya, yang menjadi acuan dalam menganalisis 
kebijakan dan implementasi hukum terkait. Selain itu, Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan 
Negeri Medan juga digunakan sebagai sumber bahan hukum yang relevan untuk melihat 
penerapan hukum dalam kasus nyata.  

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, yang melibatkan penelaahan dokumen 
hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara 
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kualitatif, menggunakan penarikan kesimpulan melalui penalaran deduktif-induktif (Ibrahim, 
2006)., yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, mengevaluasi penerapan 
hukum, dan memberikan pandangan kritis terhadap pelaksanaan regulasi tersebut. Metodologi ini 
memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana 
hukum merek dan indikasi geografis diterapkan di Indonesia, serta mengidentifikasi 
permasalahan dan tantangan yang muncul dalam praktek hukum tersebut, memberikan dasar bagi 
rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan regulasi di masa depan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaturan Peralihan Hak atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 
No. 20 Tahun 2016 

Pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menjelaskan bahwa hak atas merek 
terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain 
yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur peralihan hak ini harus 
melibatkan pendaftaran perubahan kepemilikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk memastikan sahnya peralihan tersebut (Mahendra et al., 
2020). 

Pengaturan peralihan hak atas merek merupakan aspek penting dalam pelindungan hak 
kekayaan intelektual, khususnya terkait dengan kepastian hukum. Peralihan hak atas merek 
sebagai hasil dari pewarisan diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Merek. Proses ini terjadi 
saat pemilik merek meninggal dunia dan hak atas mereknya diturunkan kepada ahli waris yang 
sah menurut hukum. Pengaturan ini memfasilitasi transfer kepemilikan hak atas merek dari 
pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks pewarisan, peralihan hak atas merek harus memenuhi 
prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa hak tersebut 
dapat diterima dan diakui secara sah oleh ahli waris. (Kurniawati & Arifardhani, 2023)  

Undang-Undang Merek, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis di Indonesia (Sitepu et al., 2024), memberikan landasan hukum yang jelas 
tentang prosedur dan persyaratan peralihan hak atas merek akibat pewarisan. Hal ini mencakup 
aspek administratif, seperti: pendaftaran perubahan kepemilikan hak atas merek, serta masalah 
hukum yang terkait dengan validitas warisan dan hak ahli waris atas merek tersebut. 

Pasal 41 Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat 
dialihkan karena beberapa alasan, termasuk pewarisan. Pasal 41, berbunyi: 
(1) “Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. Pewarisan; b. Wasiat; c. 

Wakaf; d. Hibah; e. Perjanjian; atau f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan”. 

(2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek 
terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 
dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan 
kepada pihak yang sama. 

(3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.  

(4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan 
dokumen pendukungnya.  

(5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  

(6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak 
ketiga”. 

Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa hak atas merek dapat ditransfer kepada ahli 
waris setelah kematian pemiliknya. Pewarisan merek ini harus didaftarkan ke DJKI dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. 
Syarat dan tata caranya diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 
tentang Pendaftaran Merek. 
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Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 Permenkumham RI No. 67 Tahun 2016, harus melampirkan dokumen 
persyaratan, sebagai berikut: 
1. “Bukti pengalihan Hak atas Merek, berupa: a. fatwa waris; b. surat wasiat; c. akta wakaf; d. akta 

hibah; e. akta perjanjian; atau f. bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 

2. Fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan; 
3. Salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum; 
4. Fotokopi identitas pemohon; 
5. Surat Kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan 
6. Bukti Pembayaran Biaya”. 

Dalam hal bukti pengalihan hak atas Merek fatwa waris tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, 
maka Pemohon harus melampirkan terjemahan fatwa waris tersebut ke dalam bahasa Indonesia 
yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah. 

Adapun proses peralihan merek dikarenakan pewarisan, berdasarkan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sebagai berikut: 
1. “Pengajuan Permohonan  

Ahli waris yang berhak atas merek mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas 
merek kepada DJKI. 

2. Dokumen yang diperlukan, yaitu: a. Bukti pewarisan, seperti: surat keterangan waris dari 
pengadilan atau akta waris dari notaris; b. Surat pernyataan ahli waris yang menunjuk salah 
satu ahli waris sebagai penerima hak atas merek; c. Sertifikat merek asli; d. Surat kuasa (jika 
dikuasakan). 

3. Pembayaran Biaya  
Biaya pencatatan pengalihan hak atas merek harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

4. Pemeriksaan Permohonan  
DJKI memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. 

5. Penerbitan Sertifikat Merek Baru  
Jika permohonan disetujui, DJKI menerbitkan sertifikat merek baru atas nama penerima hak”. 

Pengaturan peralihan hak atas merek akibat pewarisan dalam Undang-Undang Merek 
memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti. Prinsip kepastian hukum, yang diusung oleh 
teori Gustav Radbruch, tercermin dalam pengaturan ini. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan 
hukum haruslah jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga memberikan kejelasan 
dan pelindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. 

Kepastian hukum dalam konteks peralihan hak atas merek karena pewarisan mencakup 
beberapa aspek, diantaranya: 

1. Kejelasan Hukum  
Adanya aturan yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan peralihan hak atas merek 

memberikan kejelasan bagi ahli waris dan pihak terkait mengenai langkah-langkah yang harus 
diikuti. 

2. Pengakuan Hak  
Pendaftaran dan pengumuman pengalihan hak atas merek di DJKI memberikan pengakuan 

resmi dari negara atas peralihan hak tersebut, sehingga ahli waris memiliki bukti hukum yang sah 
mengenai kepemilikan merek. 

3. Pelindungan Hukum  
Dengan mendaftarkan pengalihan hak atas merek, ahli waris mendapatkan pelindungan 

hukum terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak berhak, dan dapat menuntut 
haknya jika terjadi pelanggaran. 

4. Transparansi 
Proses pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek memastikan transparansi 

dan keterbukaan informasi mengenai status kepemilikan merek, sehingga mengurangi potensi 
sengketa di kemudian hari (Setiono, 2018). 

Dengan demikian, ketegasan Pasal 41 Undang-Undang Merek memberikan kejelasan bahwa 
hak atas merek dapat dialihkan melalui pewarisan. Selain itu, prosedur yang diatur dalam undang-
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undang memberikan pedoman yang harus diikuti oleh ahli waris dalam melaksanakan peralihan 
hak atas merek, termasuk persyaratan administratif seperti pendaftaran perubahan kepemilikan. 
Dengan demikian, prinsip kepastian hukum Radbruch tercermin dalam pengaturan peralihan hak 
atas merek akibat pewarisan, memberikan pedoman yang jelas dan pasti bagi semua pihak yang 
terlibat (Muslih, 2013). 

Sebagai contoh pengalihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, salah satu kasusnya 
adalah merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan Temulawak”, dan “Coffee Beer” milik Almh. Ny. 
Narni, sebagai berikut: Pertama, merek “Sari Temulawak Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 
32, No. Pendaftaran IDM000752779, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 
20 Mei 2020; Kedua, merek “Coffee Beer Agung Ngoro Jombang + Lukisan”, kelas 32, No. 
Pendaftaran IDM000752758, tanggal penerimaan 11 Desember 2018, tanggal pendaftaran 20 Mei 
2020; Ketiga, merek “Lukisan Temu Lawak”, Kelas 30, No. Pendaftaran IDM000813427, tanggal 
penerimaan 08 Juli 2019, tanggal pendaftaran 07 Desember 2020; Keempat, merek “Logo Coffee 
Beer”, kelas 32, No. Pendaftaran IDM000813429, tanggal penerimaan 08 Juli 2019, tanggal 
pendaftaran 07 Desember 2020. Keempat merek tersebut terdaftar atas nama Soeprayogi sebagai 
saudara tertua dan salah satu ahli waris dari Almh Ny. Narni, mempunyai persamaan pada 
pokoknya dan/atau keseluruhannya, dengan: Merek “Sari Temulawak Agung + Lukisan 
Temulawak”, Kelas 32, No. Pendaftaran IDM000214715, tanggal penerimaan 15 Januari 2007, 
tanggal berakhir 15 Januari 2017; dan Merek “Coffee Beer”, Kelas 32, No. Pendaftaran 
IDM000214717 tanggal penerimaan 14 Januari 2008, tanggal berakhir 14 Januari 2018; Terdaftar 
atas nama Almh Ny. Narni, Tergugat secara diam-diam mengajukan permohonan pendaftaran atas 
namanya sendiri, tanpa persetujuan dan mengikutsertakan para ahli waris lainnya, dengan cara 
mendaftarkan Merek melalui DJKI. Dalam kaitannya dengan posisi kasus yang diteliti Kiki 
Kurniawati dan Yoyo Arifardhani terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 
Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Sby., maka adanya unsur persamaan pada pokoknya 
dan/atau keseluruhannya oleh pihak Tergugat, maka pelindungan hukum terkait merek 
merupakan upaya menjamin bahwa jika hak waris atas merek dirugikan atau dilanggar, akan ada 
kepastian tentang tersedianya pemulihan atas kerugian yang terjadi (Kurniawati & Arifardhani, 
2023). 

Dengan adanya persamaan pada pokoknya dengan merek-merek sebelumnya yang juga 
terdaftar atas nama Almh. Ny. Narni. Terdapat sengketa karena Tergugat mengajukan 
permohonan pendaftaran atas namanya sendiri, tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam kasus 
ini, pengalihan hak atas merek dilakukan secara diam-diam oleh salah satu ahli waris, yang 
menyebabkan perselisihan di antara ahli waris (Kurniawati & Arifardhani, 2023). 

Contoh lain, dapat dilihat pada pengalihan hak atas merek obat gosok/minyak urut 
“Nurhayati” dan “SA. Nurhayati”. Kasus sengketa merek antara "Nurhayati" dan "SA. Nurhayati" 
berawal dari pewarisan hak atas merek milik Y.A. Sopian yang telah meninggal. Para ahli waris Y.A. 
Sopian, termasuk Penggugat, mengajukan gugatan terhadap penggunaan merek oleh pihak lain. 
Namun, Penggugat gagal menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan pencatatan pengalihan 
hak atas merek di DJKI, yang menyebabkan gugatannya tidak dapat diterima. 

Berikut adalah tabel perbandingan kasus pengalihan hak atas merek dikarenakan pewarisan 
antara merek “Sari Temulawak Agung” dan “Coffee Beer” dengan merek “Nurhayati” dan “SA. 
Nurhayati”, sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Perbandingan Kasus Pengalihan Hak Atas Merek Dikarenakan Pewarisan Merek “Sari 

Temulawak Agung” dan “Coffee Beer” dengan “Nurhayati” dan “SA. Nurhayati” 

Aspek Kasus Merek “Sari Temulawak Agung” 
dan “Coffee Beer” 

Kasus Merek “Nurhayati” dan “SA. 
Nurhayati” 

Nama Merek Sari Temulawak Agung, Coffee Beer Nurhayati, SA. Nurhayati 

Pihak Terlibat Soeprayogi (Ahli waris), Almh. Ny. Narni Para ahli waris Y.A. Sopian, Pihak lain 
(Tergugat) 

Proses 
Pengalihan 

Diajukan oleh Soeprayogi, salah satu ahli 
waris, tanpa persetujuan ahli waris lainnya 

Diajukan oleh ahli waris, namun tidak 
dicatatkan di DJKI 

Nomor 
Pendaftaran 

IDM000752779, IDM000752758, 
IDM000813427, IDM000813429 

Tidak ada nomor pendaftaran baru 
karena tidak dicatatkan di DJKI 
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Tanggal 
Pendaftaran 

20 Mei 2020, 20 Mei 2020, 7 Desember 2020, 
7 Desember 2020 

Tidak terdaftar ulang 

Sengketa Sengketa antara ahli waris karena salah satu 
ahli waris mendaftarkan merek tanpa 
persetujuan yang lain 

Sengketa penggunaan merek oleh 
pihak lain tanpa pencatatan 
pengalihan hak 

Status 
Pendaftaran 

Tercatat atas nama Soeprayogi, ahli waris Tidak tercatat, menyebabkan gugatan 
ditolak 

Kepastian 
Hukum 

Ada kepastian hukum karena tercatat di 
DJKI 

Tidak ada kepastian hukum karena 
tidak dicatatkan 

Putusan 
Pengadilan 

Dinyatakan adanya persamaan pada 
pokoknya, namun karena sudah tercatat, 
ada dasar hukum untuk sengketa lebih 
lanjut 

Gugatan ditolak karena tidak ada 
pencatatan pengalihan hak, dianggap 
prematur 

Pelindungan 
Hukum 

Ada pelindungan hukum karena sudah 
tercatat 

Tidak ada pelindungan hukum karena 
tidak tercatat 

Kesimpulan Pentingnya pencatatan dalam memberikan 
kepastian hukum dan pelindungan bagi ahli 
waris 

Kegagalan dalam pencatatan 
menyebabkan gugatan tidak dapat 
diterima dan tidak ada pelindungan 
hukum 

Sumber: Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Niaga Pada 
P.N.Mdn No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 24 Februari 2020 dan 
Putusan Pengadilan Niaga Pada P.N.Sby Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri 
Surabaya No. 2/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Sby.  

Tabel ini menunjukkan perbandingan antara kedua kasus pengalihan hak atas merek 
dikarenakan pewarisan. Kasus pertama menunjukkan pentingnya pencatatan resmi untuk 
memberikan pelindungan hukum, sementara kasus kedua menunjukkan konsekuensi dari tidak 
adanya pencatatan yang menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pelindungan hukum. 

Kedua kasus menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan pencatatan resmi dalam proses 
pengalihan hak atas merek akibat pewarisan. Pada kasus "Sari Temulawak" dan “Coffee Beer”, 
meskipun terjadi sengketa, adanya pencatatan memberikan kerangka hukum yang jelas. 
Sebaliknya, dalam kasus “Nurhayati”, ketiadaan pencatatan peralihan hak atas merek karena 
pewarisan menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pelindungan hukum. Hal ini 
menggarisbawahi perlunya mengikuti prosedur administratif yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk memastikan pelindungan hukum 
yang memadai bagi ahli waris. 
 
Pelaksanaan Peralihan Hak atas Merek dikarenakan Pewarisan terhadap Obat 
Gosok/Minyak Urut dengan Merek “Nurhayati” 

Peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan, khususnya dalam konteks obat gosok atau 
minyak urut dengan merek “Nurhayati”, merupakan proses yang diatur secara ketat oleh Undang-
Undang Merek di Indonesia. Proses ini terjadi ketika hak atas merek tersebut dimiliki oleh 
seseorang dan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya setelah pemilik merek meninggal dunia 
(Iqbal, 2021). 

Pengaturan mengenai peralihan hak atas merek akibat pewarisan diatur dalam Pasal 41 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menyatakan 
bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal, termasuk 
diantaranya adalah pewarisan. Proses administratif yang harus dilakukan meliputi pendaftaran 
perubahan kepemilikan hak atas merek ke DJKI, serta pengumuman dalam Berita Resmi Merek, 
agar peralihan hak atas merek tersebut sah dan memiliki kepastian hukum . 

Dalam konteks merek “Nurhayati”, yang merupakan merek obat gosok atau minyak urut, 
pelaksanaan peralihan hak harus memastikan bahwa ahli waris yang menerima hak atas merek 
tersebut memiliki surat keterangan waris yang sah dan tidak cacat hukum. Proses ini juga dapat 
melibatkan pembuatan perjanjian di antara ahli waris untuk mengatur pembagian hak atas merek 
guna menghindari sengketa di masa depan. 

Berdasarkan Gambar 1. Obat Gosok Nurhayati dengan Obat Gosok SA Nurhayati tersebut, 
terdapat perbedaan yang signifikan, terutama pada bagian tutupnya. Obat gosok Nurhayati, pada 
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tutup botolnya terdapat merek Nurhayati, sementara merek SA Nurhayati, tutup botolnya polos, 
tidak terdapat mereknya. Persamaannya, terdapat pada desainnya, obat gosok Nurhayati dan SA 
Nuhayati memiliki persamaan desain, terutama pada bagian depannya, obat gosok Nurhayati ada 
nama dan foto penemunya, yaitu: Alm. YA Sopian. Sedangkan, obat gosok SA Nurhayati hanya ada 
foto anak kecil. 

Persamaan kedua obat ogosk/urut Nurhayati dan SA Nurhayati adalah terdapat pada 
produksinya, yaitu sama-sama UD SA Habibie. Selain itu, persamaan lainnya adalah adanya Nomor 
Pendaftaran BPOM yang sama-sama digunakan pada keduanya. Dengan demikian, persamaan ini 
merupakan persamaan pada pokoknya. 

Dalam Studi Kasus yang telah dibahas sebelumnya, Para Penggugat mengajukan gugatan 
terkait sengketa merek yang terdaftar atas nama almarhum Y.A. Sopian, yang merupakan salah 
satu dari para ahli waris. Merek dagang yang menjadi objek sengketa adalah merek "Nurhayati". 
Para Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "Nurhayati" ke instansi yang 
berwenang, yaitu DJKI atau lembaga terkait di Indonesia. Proses pendaftaran merek ini melibatkan 
pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti formulir aplikasi, bukti-bukti penggunaan 
merek (jika ada), dan informasi terkait dengan merek yang diajukan. Hasil pendaftara merek yang 
diajukan Alm. Y.A. Sopian yaitu Sertifikat Nomor IDM000508777, diterbitkan pada tanggal 4 Juni 
2013. Dengan pendaftaran ini, Penggugat memperoleh hak tunggal dan eksklusif untuk 
menggunakan merek Nurhayati dalam kegiatan menjual dan memasarkan barang atau jasa hasil 
produksinya. Setelah menerima permohonan pendaftaran, pihak yang berwenang telah 
mengevaluasi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Para Penggugat. Evaluasi ini mencakup 
penelitian terhadap kesesuaian merek yang diajukan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta 
verifikasi dokumen-dokumen yang disampaikan. 

Dalam hal dokumen-dokumen yang diajukan lengkap dan memenuhi persyaratan, pihak 
berwenang akan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dan kemudian menerbitkan Surat 
Keputusan tentang pendaftaran merek. Pengumuman ini dilakukan dalam Berita Resmi Merek 
yang diterbitkan secara periodik oleh DJKI. 

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang pendaftaran merek, Sertifikat Nomor 
IDM000508777, diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2013. Para Penggugat akan mendapatkan 
pelindungan hukum terhadap penggunaan merek "Nurhayati" selama 10 tahun. Merek dagang 
yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut 
dalam perdagangan dan memberikan pelindungan hukum terhadap penggunaan yang tidak sah 
oleh pihak lain. Namun, dalam Studi Kasus tersebut, terdapat sengketa terkait validitas 
pendaftaran merek tersebut dan siapa yang memiliki hak untuk menerima pelindungan hukum 
atas merek tersebut setelah kematian Y.A. Sopian. 

Seharusnya ada dulu pencatatan pengalihan merek akibat pewarisan di DJKI. Barulah, Para 
Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut terhadap Tergugat. 
Selain itu, merek dapat beralih karena pewarisan, namun berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang 
Merek harus diberitahukan terlebih dahulu ke DJKI. Setelah diberitahukan, lalu diberitakan ke 
Berita Resmi Merek. Artinya, pengalihan merek secara pewarisan diakui oleh Negara berdasarkan 
Undang-Undang Merek setelah ada pencatatan dari DJKI. 

Dalam kaitannya dengan pewarisannya, maka merek “Nurhayati” demi hukum didapat oleh 
Para Penggugat dikarenakan adanya pewarisan. Sebab, Y.A. Sopian telah meninggal, dan 
meninggalkan beberapa orang ahli waris. Oleh sebab itu, peralihan hak atas merek dikarenakan 
pewarisan telah berkepastian hukum. Akan tetapi, dalam konteks studi kasus, Para Penggugat 
masih prematur mengajukan gugatan karena belum dilakukannya pencatatan ke DJKI. 

Dalam Studi Kasus tersebut, terdapat proses hukum yang dilakukan di Pengadilan Niaga 
pada Pengadilan Negeri Medan. Meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para 
penggugat, tetapi proses hukum yang berlangsung menunjukkan adanya upaya pelindungan 
hukum dari pemerintah terhadap warganya, baik para penggugat maupun tergugat. Artinya, setiap 
orang yang merasa mereknya digunakan oleh orang lain untuk mencari keuntungan, maka orang 
yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Niaga Pada 
Pengadilan Negeri setempat. 

Meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para penggugat, tetapi putusan 
tersebut memberikan kepastian hukum terkait dengan status merek dagang yang sedang 
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dipertentangkan. Bahwasanya merek obat gosok “Nurhayati” adalah terdaftar milik Alm. Y.A. 
Sopian. Para pihak terlibat dapat mengetahui dengan pasti hasil akhir dari proses hukum yang 
dijalani. 

Proses hukum yang dilakukan dalam Studi Kasus tersebut berkaitan langsung dengan hak-
hak warga negara terkait kepemilikan merek dagang obat gosok “Nurhayati” dan pelindungan 
hukum terhadap hak-hak yang melekat kepadanya tersebut. Meskipun gugatan para penggugat 
tidak diterima, namun hak para penggugat untuk mengajukan gugatan dan menjalani proses 
hukum telah diakui. Para Penggugat juga dapat mengajukan gugatan kembali setelah pengalihan 
merek obat gosok “Nurhayati” dilakukan dan dicatatkan di DJKI. 

Dalam putusan tersebut, tidak ada sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap pihak yang 
dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Namun demikian, 
proses hukum tersebut memberikan pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing 
pihak yang terlibat. 

Para Penggugat seharusnya sebelum menempuh upaya keperdataan, sebaiknya terlebih 
dahulu mengajukan upaya laporan pidana kepada Penyidik PNS Merek dengan dasar Pasal 100 
ayat (2) Undang-Undang Merek. Dalam konteks studi kasus, terdapat orang dengan tanpa hak 
menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa 
sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, ia dapat dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 miliar. 

Dengan demikian, meskipun putusan akhirnya tidak mendukung gugatan para penggugat, 
Studi Kasus tersebut dapat dikatakan telah memenuhi tiga unsur pelindungan hukum yang 
dirumuskan oleh Simanjuntak, kecuali unsur keempat yang berkaitan dengan sanksi hukuman 
bagi pihak yang melanggarnya (Simanjuntak, 2018). Sehingga dengan demikian, upaya gugatan 
sengketa merek yang diajukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Merek Obat Gosok 
“Nurhayati”, belum dapat memberikan pelindungan hukum terhadap Tergugat yang menjual dan 
mengedarkan Obat Gosok yang memiliki persamaan pada pokoknya. 

Analisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Niaga Pada Wilayah 
Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus.HKI-Merek/2019/PN.Niaga.Mdn. terkait dengan sengketa 
pewarisan hak atas merek “Nurhayati”, menyoroti beberapa aspek penting dalam hukum merek 
dan hukum waris di Indonesia. Pengadilan Niaga Medan memutuskan bahwa Pengadilan Niaga 
Medan memiliki wewenang absolut untuk mengadili perkara ini, menolak eksepsi mengenai 
kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat. Hal ini menegaskan bahwa perkara yang 
berkaitan dengan merek dapat ditangani oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi di bidang 
hukum niaga. 

Meskipun Pengadilan mengakui bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Y.A. 
Sopian, hakim menemukan bahwa ahli waris tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa merek “Nurhayati”. Alasan utamanya, 
karena tidak terdapat bukti yang cukup bahwa pencatatan pengalihan hak merek telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. 

Putusan menyoroti pentingnya pencatatan dan pengumuman pengalihan hak atas merek 
“Nurhayati” setelah kematian Y.A. Sopian. Ketiadaan bukti yang memadai mengenai pencatatan ini 
menyebabkan gugatan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan 
Pasal 41 ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pengalihan hak yang 
tidak dicatat tidak memiliki dampak hukum terhadap pihak ketiga. Majelis Hakim menyimpulkan 
dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat yang berujung pada dinyatakannya gugatan Para 
Penggugat, tidak dapat diterima (N.O). Putusan tersebut juga menghukum Para Penggugat untuk 
membayar seluruh biaya perkara yang terkait dengan proses persidangan. 

Dengan demikian, putusan ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat formal 
yang diatur dalam Undang-Undang Merek untuk dapat mengklaim dan melindungi hak atas merek. 
Pencatatan pengalihan hak merek dan pengumuman dalam Berita Resmi Merek menjadi langkah 
krusial yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlanjutan dan pelindungan hukum atas merek 
yang diperoleh melalui pewarisan. 

Direkomendasikan kepada ahli waris Y.A. Sopian agar terlebih dahulu memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, terutama syarat 
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mengenai “Bukti Pengalihan Hak” dari Alm. Y.A. Sopian kepada Ahli Warisnya. Selanjutnya adalah 
pencatatan kepada DJKI Setelah kedua hal ini dilakukan, maka ahli waris dapat mengajukan 
gugatan kembali terhadap tergugat sebagai pihak yang membuat merek “S.A. Nurhayati”, akan 
tetapi produk yang dihasilkan mengandung “persamaan pada pokoknya”, karena bentuk, cara 
penempatan, cara penulisan memiliki persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek 
“Nurhayati” dengan “S.A. Nurhayati”. Apalagi, jika ditilik lebih lanjut, isi kandungan minyak 
urut/obat gosok tersebut adalah sama-sama dari minyak kelapa. 

Adapun makna dari “persamaan pada pokoknya”, dapat dilihat Penjelasan Pasal 21 ayat (1) 
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjelaskan: 

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh 
adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga 
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara 
penulisan atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat 
dalam merek tersebut”. 
Selain itu, patut diperhatikan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 

dan Indikasi Geografis juga menerangkan bahwa dalam hal merek yang dimohonkan memiliki 
persamaan pada pokoknya keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang 
dan/atau jasa sejenis, maka perlu diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek 
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan (Sitepu et al., 2024). 

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi 
yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemiliknya, dan 
disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara. Jika masih belum dianggap cukup, 
Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei 
guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar 
penolakan (Sitepu et al., 2024). 

Selain itu, mengutip dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 789 K/PDT.SUS-HKI/2016, 
Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992, menyatakan bahwa merek mempunyai 
persamaan pada pokoknya, maupun secara keseluruhan, jika memiliki: “a. Persamaan bentuk 
(similarity of form); b. Persamaan komposisi (similarity of composition); c. Persamaan kombinasi 
(similarity of combination); Persamaan unsur elemen (similarity of elements); d. Persamaan bunyi 
(sound similarity); e. Persamaan ucapan (phonetic similarity) atau; g. Persamaan penampilan 
(similarity of appearance)”. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis 
ditambah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai “persamaan pada pokoknya 
tersebut, serta berangkat dari bentuk minyak urut/obat gosok dengan merek “Nurhayati” 
dibandingkan dengan merek “S.A. Nurhayati”, maka terdapat “persamaan pada pokoknya”. 
Persamaan tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk, cara penempatan, cara penulisan memiliki 
persamaan bunyi ucapan, ditambah dengan persamaan dari isi kandungan atau disebut komposisi, 
yakni sama-sama berasal dari minyak kelapa. 

Setelah gugatan ahli waris Y.A. Sopian dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan 
Niaga Medan, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada ahli waris yang 
bersangkutan, yaitu: Pastikan untuk segera mengurus pencatatan pengalihan hak atas merek 
“Nurhayati” dari almarhum Y.A. Sopian kepada para ahli waris yang sah. Proses ini harus sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan pelindungan hukum atas merek 
dan menghindari sengketa di masa depan. Setelah pencatatan, pastikan pengumuman pengalihan 
hak merek “Nurhayati” dilakukan secara resmi dalam Berita Resmi Merek di DJKI, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pengumuman ini adalah langkah hukum yang diperlukan untuk 
memberitahukan kepada publik, termasuk pihak ketiga, mengenai perubahan kepemilikan hak 
atas merek. Teliti kembali semua dokumen pendukung dan persyaratan yang diperlukan untuk 
pencatatan pengalihan hak. Pastikan semua prosedur administratif dan hukum terpenuhi dengan 
baik agar tidak ada kecacatan yang dapat mempengaruhi validitas pengalihan hak atas merek. 
Sebagai langkah yang bijak, ahli waris dapat berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang 
berpengalaman dalam bidang hukum merek. Konsultasi ini dapat membantu dalam memahami 
langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk memperkuat posisi hukum mereka terkait 

http://u.lipi.go.id/1534136250
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merek “Nurhayati”. Evaluasi kembali strategi hukum yang akan ditempuh. Mungkin ada kebutuhan 
untuk menyusun ulang strategi atau menyiapkan bukti tambahan yang lebih kuat untuk 
memperkuat gugatan di kemudian hari, jika diperlukan. Dengan memperhatikan rekomendasi di 
atas, ahli waris Y.A. Sopian dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-
haknya sebagai ahli waris yang sah atas merek “Nurhayati” dan memastikan kepatuhan terhadap 
ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam praktiknya, pelaksanaan peralihan hak atas merek obat gosok atau minyak urut 
“Nurhayati” karena pewarisan, melibatkan beberapa langkah penting, diantaranya: 

1. Verifikasi Warisan  
Tahap ini mencakup validasi surat keterangan waris atau akta waris yang sah secara hukum. 

Dokumen ini memastikan bahwa ahli waris yang tercantum memang berhak menerima hak atas 
merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam membuat surat keterangan waris 
atau akta waris yang sah secara hukum dibutuhkan jasa notaris. 

2. Pendaftaran Perubahan Kepemilikan  
Prosedur administratif penting yang harus dilakukan adalah mendaftarkan perubahan 

kepemilikan hak atas merek “Nurhayati” ke DJKI. Prosedur pendaftaran perubahan kepemilikan 
ini membutuhkan pengajuan dokumen-dokumen yang sesuai untuk mengubah data kepemilikan 
merek dalam registrasi DJKI. 

3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum  
Pelaksanaan peralihan hak atas merek harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta 
regulasi terkait lainnya. Hal ini termasuk persyaratan administratif yang harus dipenuhi agar 
perubahan kepemilikan hak atas merek sah secara hukum. 

4. Pelindungan Hukum  
Setelah pelaksanaan peralihan hak, ahli waris yang menjadi pemilik baru merek “Nurhayati” 

akan mendapatkan sertifikat atau bukti lain dari DJKI yang menunjukkan perubahan kepemilikan. 
Dokumen ini penting untuk melindungi hak kepemilikan ahli waris terhadap merek dari klaim 
atau sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. 

Unsur-unsur dalam pengalihan hak atas merek berdasarkan teori pelindungan hukum dari 
Philipus M. Hadjon, meliputi: 

a. “Adanya wujud atau bentuk pelindungan atau tujuan pelindungan; 
b. Subjek hukum; dan 
c. Objek pelindungan hukum” (Mahardhita & Sukro, 2018; Rochayati, Sukma; Khisni et al., 

2017; Setiawati, 2018; Suardhana, 2019; Tarigan & Paulus, 2019; Wasita, 2020). 
Merek mempunyai objek pengaturan dan pelindungan yang meliputi segala tanda yang 

dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, 
susunan warna dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Sebab, 
meliputi barang dan jasa, lingkup pengaturan dan pelindungan merek lazimnya meliputi merek 
dagang dan merek jasa.  

Pelindungan hukum harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum, yang 
berfungsi sebagai sarana dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. 
Pelindungan hukum adalah pelindungan yang diberikan terhadap subyek hukum berupa 
perangkat hukum preventif atau represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Artinya, pelindungan 
hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu 
kepastian, dan kemanfaatan, dan keadilan. 

Pelaksanaan peralihan hak atas merek “Nurhayati” akibat pewarisan merupakan proses 
yang kompleks namun penting dalam memastikan kepastian hukumnya. Secara keseluruhan, 
pelaksanaan peralihan hak atas merek “Nurhayati” akibat pewarisan menekankan pentingnya 
mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk menjaga kejelasan, keadilan, dan keabsahan hak 
atas merek tersebut dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatannya setelah terjadinya 
pewarisan. 
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SIMPULAN  
Pengaturan peralihan hak atas merek dikarenakan pewarisan diatur secara jelas dalam Pasal 

41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kepastian hukum 
dalam pengaturan ini memberikan jaminan bahwa hak atas merek dapat diteruskan kepada ahli 
waris secara sah dan diakui oleh negara. Pelaksanaan peralihan hak atas merek "Nurhayati" harus 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kegagalan untuk memenuhi prosedur ini 
dapat menyebabkan ketiadaan pengakuan hukum terhadap peralihan hak tersebut. Putusan 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn 
menunjukkan pentingnya legal standing, kepastian hukum, dan pelindungan hukum dalam 
penyelesaian sengketa merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI, perlu meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam proses 
administrasi peralihan hak atas merek akibat pewarisan. 
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